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ABSTRAK 
 
Nama  :  Fathul Rahman 
Nim  :  10700110022 
Judul Skripsi  :   Pengaruh Retribusi Pariwisata Pantai Bira Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba  
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Retribusi 
Pariwisata Pantai Bira terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Bulukumba dan sebagai acuan bagi pemerintah dalam memutuskan suatu 
kebijakan.  
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat 
deskriptif-kuantitatif sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah  
Regresi Sederhana Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
metode pengumpulan data dengan dokumentasi langsung ketempat penelitian 
dengan menggunakan data runtun waktu untuk Kabupaten Bulukumba. 
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat 
pengaruh retribusi pariwisata pantai Bira terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,012. Untuk nilai R Square diketahui bahwa nilai R 
Square yang diperoleh adalah sebesar 0,564 atau 56,40%. Artinya angka tersebut 
memberikan indikasi bahwa retribusi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba sebesar 56,40% sedangkan 
selebihnya dijelaskan oleh faktor lain luar model. Implikasi dari penelitian ini 
adalah bahwa retribusi pariwisata pantai Bira berpengaruh terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2004-2013. 
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Bulukumba 
diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di 
Kabupaten Bulukumba, hal ini demi menarik para wisatawan ataupun investor 
untuk datang ke Kabupaten Bulukumba. Untuk penelitian selajutnya di harapkan 
peneliti mengambil judul haruslah menambah variabelnya dengan memasukkan 
variabel investasi, kebijakan pemerintah dan memfokuskan lebih kepada 
bagaimana pendapatan perkapita masyarakat di sekitar kawasan pariwisata pantai 
Bira. 
 
 
Kata Kunci : Retribusi dan PAD 
 
1 
 
BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pem-
bangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus 
yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi 
ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu 
pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasil-
an pembangunan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana 
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada 
dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang per-
kembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.1 
Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 
Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya 
otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya 
                                                             
1Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta,2002), h.108 
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otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah 
yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.2 
Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan 
daerah  dan  menserasikan  laju  pertumbuhan  antar  daerah  di  Indonesia.  Dalam  
pengembangan daerah tentunya dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi 
daerah secara optimal. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan 
Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, 
dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Artinya, 
pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pe-
manfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan ke-
uangan pusat dan daerah. 
Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah 
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini 
menjadi sebuah implan karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung 
menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau 
sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan 
daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup 
signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh dearah 
otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut 
                                                             
2 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Jakarta:PT Raja Grapindo Persada, 2005), h. 23 
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membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan 
daerah.3 
Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah 
berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya 
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut 
selama ini. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah 2:30 
øÎ) ur tA$s%  / u Ïp s3 Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 ÎoTÎ) ×@Ïã% y` Îû ÇÚöF{ $# Zpxÿ Î=yz ( (#þq ä9$s% ã@yèøgrBr& $pk Ïù t`B ßÅ¡ øÿã 
$pk Ïù à7Ïÿó¡ our uä !$tBÏe$!$# ß ø`twU ur ßxÎm7 |¡ çR x8 ÏôJ pt¿2 â¨ Ïds)çRur y7s9 ( tA$s% þÎoTÎ) ãN n=ôã r& $tB w 
tbq ßJ n=÷ès? ÇÌÉÈ   
Terjemahnya: 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." (QS Al Baqarah 2:30).4 
Ayat di atas menjelaskan tentang posisi manusia sebagai khalifa atau 
pemimpin di muka bumi, bukan hanya memimpin sesama manusia tapi terhadap 
alam sekitar, tentunya dalam hal penggunaan sumber daya alam yang ada di 
sekitar kita haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh ajaran 
Islam. Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengontrol 
                                                             
3 Soraya Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah (Makassar: Alauddin Press, 
2011), h. 73 
4 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah (Depok: Al-Huda), h. 7 
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penggunaan sumber daya alam yang ada agar hasil yang didapatkan dapat ber-
jangka panjang dan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar..  
Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah 
menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari 
daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin di-
pungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan per-
imbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi 
daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan 
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang diharapakan 
dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, dalam 
peraturan nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah 
yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dimana objek-objek 
retribusi yaitu Retribusi jasa umun, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. 
Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten 
bulukumba yaitu retribusi jasa usaha yang dimana terdapat retribusi tempat peng-
inapan, rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Dinas kebudayaan dan 
pariwisata, berbicara masalah pariwasata di kabupaten Bulukumba tentunya tidak 
terlepas dari pantai bira yang sudah terkenal sampai ke mancanegara hal ini ter-
bukti dari banyaknya turis asing yang berkunjung ke Pantai Bira. 
Setiap daerah memiliki sektor unggulan dalam penerimaan retribusi 
daerah, seperti halnya di kabupaten Bulukumba yang mengunggulkan sektor 
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pariwisata yaitu pantai bira, penerimaan retribusi yang disumbangkan dari sektor 
ini terbilang cukup besar, walaupun demikian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Bulukumba belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba 
2009-2012 
 
No Tahun Target PAD Realisasi Persentase 
1 2009 Rp. 35.974.314.248 Rp. 21.418.839.483 59,5% 
2 2010 Rp. 52.606.038.817 Rp. 16.991.083.887 32,2% 
3 2011 Rp. 59.539.616.755 Rp. 21.083.823.135 35,4% 
4 2012 Rp. 59.739.116.135 Rp. 25.173.340.511 42,1% 
5 2013 Rp. 60.550.275.643 Rp. 33.788.530.405 55,8% 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2014 
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisai Pendapatan Asli 
Daerah belum maksimal. Pada tahun 2009 target PAD yang dicanangkan oleh 
pemerintah sebesar Rp 35.974.314.248 sedangkan nilai realisasi yang diperoleh 
hanya Rp 21.418.839.483 persentase pencapaian target PAD pada tahun 2009 
hanya berada pada angka 59,5% dan kemudian pada tahun berikutnya juga terjadi 
hal yang sama hingga pada tahun 2012 nilai realisasi persentase hanya mencapai 
angka 42,1% dari target PAD Rp 59.739.116.135 hanya terealisasi sebanyak Rp 
25.174.631.421 
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa nilai realisasi Pendapatan Asli 
Daerah yang diperoleh masih jauh dari target penerimaan yang dicanangkan oleh 
pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hal ini yang melatar belakangi penelitian 
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yang berjudul: “Pengaruh Retribusi Pariwisata Pantai Bira terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba”. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan  dapat dirumuskan 
rumusan masalah bahwa, bagaimana pengaruh retribusi pariwisata Pantai Bira 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba? 
 
C. Hipotesis 
 
Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis 
penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat 
dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pem-
bangunan  ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dari 
awal dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi 
yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas maka hipotesa dalam 
penelitian yaitu, Diduga bahwa retribusi pariwisata Pantai Bira berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. 
 
D. Definisi Operasional Variabel  
 
Untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan menentukan variabel 
penelitian sekaligus untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang di-
gunakan dalam penelitian ini, maka batasan variabelnya yaitu: 
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1. Retribusi pariwisata (X). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 
2. Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan 
daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana 
guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan 
rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi 
daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli 
daerah yang sah. 
 
E. Kajian Pustaka 
 
Berbagai penelitian tentang retribusi dan pariwisata telah dilakukan  dan 
hasilnya pun beragam antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Penelitian 
Sukardi, dengan judul “Peranan Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata Batu-
raden Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas”, dari hasil 
penelitiannya ditumakan bahwa: (1) sumbangan pendapatan retribusi obyek 
pariwisata Baturaden terhadap pendapatan retribusi daerah dari tahun pertama 
hingga tahun kelima mengalami perubahan yaitu masing-masing 7,83%, 10,83%, 
9,56% dan 17,61% dan pada tahun kelima menjadi 8,44% dengan tingkat 
sumbangan rata-rata selama tahun 9,82%. Hal ini disebabkan karena secara total 
pendapatan retribusi obyek pariwisata hanya mencapai 0,09 bagian dari total 
pendapatan retribusi daerah. (2) tingkat efesiensi operasional obyek pariwisata 
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Baturaden selama lima tahun berturut-turut masing-masing mencapai 0,76, 0,73, 
0,79, 0,80, 0,44 dengan tingkat efesiensi rata-rata 0,70. Secara ekonomis tingkat 
efesiensi rata-rata 0,70 adalah tidak efesien. (3) tingkat efektivitas usaha obyek 
pariwisata Baturaden dari tahun pertama hingga tahun kelima selalu mengalami 
kenaikan yaitu masing-masing 89,45%, 92,44%, 80,23%, 109,68% dan terakhir 
106,71%, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 95,71%. Secara ekonomis 
tingkat efektivitas  rata-rata 95,71% adalah suda efektif.5 
Ni Luh Sili Antari, dalam penelitiannya dengan judul “Peran Industri 
Pariwisata terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar”. 
Hasil penelitiannya dikemukakan bahwa (1) terbukti bahwa jumlah kunjungan 
wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Gianyar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t sebesar 2,128 dengan 
tingkat signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, (2) 
terbukti bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap 
penerimaan pendapatan Asli Dearah Kabupaten Gianyar. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil uji t sebesar 6,075 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 
tingkat signifikansi 0,05, (3) terbukti bahwa retribusi obyek wisata berperan 
terhadap penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil uji t sebesar 7,168 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih 
kecil dari tingkat signifikansi 0,05.6 
                                                             
5Sukardi, peranan pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden terhadap 
pendapatan retribusi daerah kabupaten Banyumas, jurnal skripsi (STIE Satria Banyumas, 2011), 
h. 109 
6Ni Luh Sili Antari, Peran Industri Pariwisata terhadap Penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Gianyar, jurnal skripsi (STIE Triatma Mulya, 2013), h. 35. 
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Sheila Ratna Dewi, dalam penelitiannya yang berjudul Peran Retribusi 
Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, dari hasil 
penelitiannya dikemukakan bahwa Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir me-
miliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 
dibandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, 
walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap 
tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 
Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di 
Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi 
Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerena apabila retribusi parkir tidak 
memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka 
Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.7 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh retribusi 
pariwisata Pantai Bira terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Bulukumba. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1) Manfaat Akademis. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau 
studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang 
sama. Disamping itu, juga bermanfaat meningkatkan keterampilan, dan 
sebagai salah satu referensi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. 
                                                             
7 Sheila Ratna Dewi, Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Magelang, jurnal skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), h. 19  
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2) Manfaat praktis. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar 
dapat menambah dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan. 
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BAB II 
 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  1  angka  18  bahwa  Pendapatan  asli  
daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.8 
Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 
2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 
bersangkut-an yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan ke-kayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah.9 
Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana 
penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah 
tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan 
keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. 
                                                             
8Ahmad Yani,  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 
Indonesia, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali pers, 2002), h. 10 
9Kesit Bambang Prakoso, Pajak Dan Retribusi Daerah, Edisi revisi. (Jakarta: UII, 2003), 
h. 20 
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2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah adalah. 
a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu: 
(1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang di-
tetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan 
hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 
pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum 
yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa 
dapat dipaksakan. 
(2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena mem-
peroleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 
pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat 
yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada 
alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya 
tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengem-
balian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk me-
menuhi permintaan anggota masyarakat. 
(3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan 
daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 
pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 
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disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai 
dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah 
adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 
daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang 
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, 
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 
sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan 
untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 
daerah di suatu bidang tertentu. 
b) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, per-
tambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, 
dan dana alokasi khusus. 
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 
lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 
 
B. Retribusi 
 
Menurut UU   No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 
1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
                                                             
10Ahmad  Yani,   Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 
Indonesia, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali pers, 2002), h. 15  
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pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah atau yang disebut pajak adalah 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyeleng-
garaan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. sedangkan aturan pe-
laksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang 
Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.11 
Menurut Rohmat Soemitro, retribusi adalah pembayaran kepada Negara 
yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, artinya 
retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan 
usaha atau milik Negara yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh 
daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, setiap pungutan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa 
yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak 
pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat 
dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang mem-
butuhkan. 
Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi Daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
                                                             
11Rahmayanti, Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya Di Kota 
Makassar. (UNHAS Makassar,  2013),  h. 27. 
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menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa 
yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Munawir, 
retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik 
secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja 
yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran 
tersebut.12 
Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Per-
aturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing daerah, 
pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut 
UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain: 
1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
2) Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang  
menyebabkan  barang,  fasilitas,  atau  kemanfaatan  lainnya  yang dapat di-
nikmati oleh orang pribadi atau badan. 
                                                             
12 Darwin,. Pajak Dan Retribusi Daerah. ( Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010),  h. 28 
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3) Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di-
nikmati oleh orang pribadi atau badan. 
4) Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di-
sediakan oleh sektor swasta. 
5) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di-
maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan  pengawasan 
atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepenting-
an umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan 
bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi 
daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu: 
1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasar-
nya dapat disediakan oleh sektor swasta. 
17 
 
 
 
3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 
atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Adapun jenis-jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Jenis-jenis Retribusi jasa umum: 
(a) Retribusi pelayanan kesehatan; 
(b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; 
(c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta sipil; 
(d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
(e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; 
(f) Retribusi pelayanan pasar; 
(g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
(h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
(i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
(j) Retribusi pengujian kapal perikanan. 
2) Jenis-jenis Retribusi jasa usaha: 
(a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
(b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
(c) Retribusi tempat pelelangan; 
(d) Retribusi terminal; 
(e) Retribusi tempat khusus parkir; 
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(f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggraha/villa; 
(g) Retribusi penyedotan kakus; 
(h) Retribusi rumah potong hewan; 
(i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; 
(j) Retribusi penyeberangan di atas air; 
(k) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 
(l) Retribusi pengolahan limbah cair; 
(m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
3) Jenis-jenis retribusi Jasa tertentu: 
(a) Retribusi izin mendirikan bangunan; 
(b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
(c) Retribusi izin gangguan; 
(d) Retribusi trayek. 
Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada 
daerah yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi peng-
gantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Bagian daerah 
ini ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan daerah kabupaten dengan mem-
perhatikan aspek keterlibatan daerah dalam menyediakan layanan tersebut. Peng-
gunaan bagian daerah ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.13 
Beberapa unsur yang melekat pada retribusi sama dengan unsur yang 
melekat pada pajak, yaitu retribusi dipungut oleh pemerintah (pusat dan daerah), 
retribusi dipungut berdasarkan undang-undang, pemungutan retribusi dapat 
                                                             
13 Ahmad  Yani,  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 
Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),  h. 73 
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dipaksakan meskipun tidak seketat unsur paksaan pajak, dan hasil pemungutan 
digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Perlu ditegaskan, 
unsur paksaan yang tidak terlalu ketat mengandung arti bahwa pemungutan 
retribusi memiliki kekuatan hukum memaksa sipenanggung untuk membayar dan 
terdapat ancaman sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Namun sanksi 
tersebut cenderung bersifat ekonomis. 
Unsur pembeda antara pajak dan retribusi terletak pada jasa timbal balik 
(kontra-pretasi) yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pengertian pajak, 
kontra-pretasi yang diberikan pemerintahlebih bersifat umum, tidak hanya 
terbatas pada pembayar pajak saja. Sedangkan menurut pengertian retribusi, 
kontra-pretasi yang diberikan pemerintah secara langsung kepada pihak yang 
membayar retribusi atas jasa yang disediakan oleh Negara.14 
Prinsip prinsip atau indikator yang digunakan dalam penilaian pajak dan 
retribusi daerah.  
1) Hasil (yield): yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak atau retribusi dalam 
kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya. 
2) Keadilan (equity): dasar pajak atau retribusi dan kewajiban membayarnya 
harus jelas dan tidak sewenang-wenang. 
3) Efisiensi ekonomi: Pajak atau rertribusi hendaknya mendorong (atau 
setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara efisien dan 
efektif dalam kehidupan ekonomi. 
4) Kemampuan untuk melaksanakan (ability to implement): suatu pajak atau 
                                                             
14 Herry Purwono, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. (Jakarta: Erlangga, 
2010),  h. 8 
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retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun 
administratif. 
5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue 
source), artinya harus jelas kepada daerah mana suatu pajak/retribusi harus 
dibayarkan dan tempat memungut sedapat mungkin sama dengan tempat 
akhir beban pajak/retribusi. 
 Devey mengemukakan tentang penentuan tingkat retribusi (harga dari jasa 
yang disediakan pemerintah) yang didasarkan atas biaya operasional, dalam hal 
ini retribusi dapat ditentukan dibawa biaya operasional dan dapat juga retribusi 
ditentukan diatas biaya operasional, maka konsekuensinya adalah perlu adanya 
subsidi dari pemerintah yang berasal dari pajak. Hal ini dipandang perlu atau 
dibenarkan karena beberapa alasan: 
1) Sifat layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara kolektif, tapi 
pemerintah memandang perlu adanya pendisiplinan masyarakat dalam meng-
konsumsi layanan terebut; 
2) Sifat layanan yang merupakan gabungan antara barang swasta dan barang 
kolektif sehingga dipandang untuk merangsang tabungan masyarakat atau 
kemanfaatan umum; 
3) Sifat layanan yang merupakan barang kolektif tetapi permintaannya merupa-
kan permintaan yang popular sehingga perlu memberikan subsidi atas pe- 
layanan tersebut; 
4) Sifat layanan yang merupakan barang kebutuhan pokok manusia dan khusus-
nya bagi mereka yang berpendapatan rendah. 
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 Untuk menutup pengeluaran biaya atas penyediaan layanan suatu jasa 
oleh pemerintah, retribusi dapat juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
sebagai berikut. 
1) Retribusi dikenakan karena bersifat mengatur dan melibatkan sedikit biaya 
langsung, misalnya retribusi atas ijin. 
2) Retribusi dikenakan karena bersifat menertibkan konsumsi masyarakat atas 
suatu barang. 
Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga 
didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut: 
1) Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
2) Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pem-
bayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan. 
3) Tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi ke-
untungan yang diharapkan hanya memelihara agar dapat memberikan jasa 
secara langsung kepada masyarakat. 
4) Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah 
atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku. 
5) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau 
pengangkutan barang-barang ke dalam dan keluar daerah. 
6) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga. 
7) Peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian 
keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagama-
an. 
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Secara retoris pengutan retribusi yang dibebankan kepada seseorang wajib 
retribusi haruslah berdasarkan pada pengertian efesiensi ekonomis, artinya 
retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi mendapatkan pendapatan yang lebih 
besar daripada pungutan retribusi. Pungutan retribusi hanya dapat dikenakan 
terhadap wajib retribusi yang menikmati barang dan layanan tersebut artinya 
hampir tertutup ke-mungkinan terjadinya eksternalitas dan adanya free riders 
(orang yang berusa dalam suatu lokasi tanpa dipungut retribusi) terhadap barang 
dan layanan pemerintah daerah tersebut. Harga layanan yang harus dibayar oleh 
wajib retribusi memainkan peran penting dalam menentukan besarnya perminta-
an, mengurangi terjadinya pemborosan dan menjadi salah satu pedoman bagi 
penyediaan layanan mengenai besarnya produksi layanan yang harus dikenakan. 
Proses selanjutnya penyediaan layanan menggunakan penerimaan dari hasil 
pungutan retribusi tersebut untuk menentukan produksi sesuai dengan keadaan 
permintaan. 
 Dalam situasi demikian harga barang dan layanan yang diberikan harus 
selalu disesuaikan, penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menjaga ke-
seimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang 
bersangkutan. Kesulitan yang muncul dalam penetapan harga barang dan layanan 
dalam bentuk retribusi disebabkan sebagian besar layanan diberikann pemerintah 
atau pemerintah daerah secara monopoli, bukan dalam kondisi pasar persaingan 
sempurna. Dalam pasar yang didalamnya terjadi persaingan sempurna harga 
barang dan layanan akan memberikan manfaat  ekonomi yang maksimun kepada 
masyarakat. 
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 Di dalam pasar yang monopoli pemerintah, maka pemerintah pusat atau 
daerah dalam menetapkan harga barang dan layanan tersebut harus bersikap 
seolah-olah dalam pasar terjadi persaingan bebas. Dengan demikian harga barang 
dan layanan tersebut bukan merupakan keputusan tanpa perhitungan, melainkan 
sesuai hukum permintaan dan penawaran. 
Sebenarnya retribusi daerah merupakan penerimaan wajib daerah baik 
berupa perizinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Retribusi merupakan 
salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau 
imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat.15   
Secara umum yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah atas 
segala pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sehingga retribusi 
dapat dikatakan sebagai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi 
retribusi bukan merupakan dari keseluruhan harga barang atau jasa yang dinikmati 
oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Namun retribusi harus 
sesuai dengan peraturan daerah dimana hasilnya harus disetorkan kepada 
pemerintah pusat atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat memaksa, ter-
gantung apakah masyarakat mempergunakan jasa dari daerah atau tidak, dan 
apabila digunakan maka setidaknya masyarakat tersebut sudah terikat pembayaran 
karena telah mempergunakan lahan atau jasa dari pemerintah.16  
                                                             
15Juli Panglima Saragih. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 30  
16Penjelasan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.  
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Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diketahui 
bahwa sumber-sumber retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian cetak 
penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, 
retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pasar, rekreasi, 
penjualan produksi usaha dan retribusi perizinan bangunan. 
Pengolahan penerimaan daerah setidaknya harus dikelola secara cermat, 
tepat dan penuh dengan kehati-hatian. Pemerintah daerah hendaknya dapat men-
jamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam 
sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu 
memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya proedur 
dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Disamping hal tersebut, 
pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke 
dalam kas pemerintah daerah dan di salahgunakan oleh petugas di lapangan. Dan 
perlunya pula diteliti dengan saksama kepada masyarakat yang tidak membayar 
dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tegas.17  
Untuk itu, retribusi dapat dikatakan bahwa pungutan daerah sebagai pem-
bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Hal ini menjadi jelas bahwa pungutan yang dibebankan oleh pengelolah terhadap 
masyarakat dapat dikatakan sebagai retribusi karena hasil dari penarikan dana 
tersebut disetorkan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah mengelolahnya 
                                                             
17Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 
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dengan melakukan perbaikan disetiap ruang terbuka dan tertutup yang lokasinya 
dikelola langsung oleh pemerintah baik itu pusat, daerah, kecamatan, dan atau-pun 
desa tertentu.18 
Sebenarnya tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang 
di-jadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk 
penyelenggaraan jasa bersangkutan. Untuk itu, dalam penetapan besarnya tarif 
retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan atau secara luas 
yaitu masyarakat yaitu tingkat perkalian jumlah penggunaan jasa dan tarif 
retribusi. Maka disimpulkan bahwa besarnya tarif yang digunakan adalah nilai 
rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya 
retribusi yang terutang.19 
 
C. Pariwisata 
 
 Dalam undang-undang Nomor: 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 
menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari ke-
giatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 
menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata mengandung 
unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk 
menikmati obyek atau daya tarik wisata. Unsur yang terpenting dalam kegiatan 
wisata adalah tidak  bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila disela-sela kegiatan 
mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari 
kegiatan tersebut dapat di-anggap sebagai kegiatan wisata. 
                                                             
18Ahmad Yani. Hubungan Keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia.  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20 
19Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Jakarta: Mintra Wacana Media, 2010), h. 
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Menurut Kodhyat pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke-
tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai 
usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkung-
an dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan menurut Gamal, 
pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih 
menuju ketempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah 
karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, 
politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya Burkart dan 
Medlik menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara 
dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka 
biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di 
tempat-tempat tujuan itu.20 
Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kepariwisataan adalah segalah 
sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata. Kepariwisataan adalah fenomena 
politik-sosial-ekonomi-budaya fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
manusia dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan 
rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan penguasa berbagai jenis barang dan 
jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segalah sesuatu yang berkaitan dengan 
pariwisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian 
sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik,ekonomi, 
sosial budaya, dan pertahanan keamanan.21 
                                                             
20 Happy Marpaung dan Herman Bahar, Pengantar Pariwisata.  (Bandung: Alfabeta, 
2002), h. 15 
21 Suwardjoko p. warpani dan Indira P. Warpai, Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah. 
(Bandung: ITB),  h. 7 
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Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2009 bahwa industri 
pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka meng-
hasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka 
penyelenggaraan pariwisata, industry pariwisata merupakan salah satu industri 
yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa 
dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya 
interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis pemerintah, tujuan wisata serta 
masyarakat daerah tujuan wisata. 
Menurut McIntos pariwisata adalah gabungan kegiatan, pelayanan dan 
industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti transportasi, 
akomodasi, makanan dan minuman, pertokoan, fasilitas kegiatan hiburan, dan 
pelayanan lainnya yang tersedia bagi individu atau kelompok yang melakukan.  
Pariwisata merupakan suatu usaha yang komplek, hal ini dikarenakan ter-
dapat banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan-
kegiatan tersebut diantaranya seperti usaha perhotelan, usaha kerajinan/ 
cinderamata, usaha perjalanan, dan usaha-usaha lainnya. Usaha pariwisata dapat 
dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup dan 
kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang 
melakukan perjalanan wisata. 
Menurut Spillane (1987), ada lima unsur industri pariwisata yang sangat 
penting, yaitu: 
a) Attraction (daya tarik) 
Attraction dapat digolongkan menjadi site attraction dan event 
attraction. Site attraction merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan 
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lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan 
wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan event 
attraction  adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat 
diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau 
pertunjukan daerah. 
b) Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) 
Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena 
fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat 
tujuan wisata, wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena 
itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu, ada kebutuhan akan 
support industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah 
festival, dan fasilitas rekreasi. 
c) Infrastructure (infrastruktur) 
Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau 
belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah 
sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal 
di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan, 
pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk mencipta-
kan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. 
d) Transportation (transportasi) 
Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan 
sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu 
perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun 
laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis 
gejala-gejala pariwisata. 
29 
 
 
 
e) Hospitality (keramahtamahan) 
Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 
memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing 
yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka 
datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus 
disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu 
dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama 
perjalanan wisata.22 
Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: 
1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, 
2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman 
rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni 
budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan 
alam, gunung berapi, danau, pantai. 
3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro 
perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan 
insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pari-
wisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, 
bar, angkutan wisata. 
Allah berfirman dalam QS Al-An’am 6:11 
                                                             
22 Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata.  (Bandung: Angkasa, 1996), h. 35 
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Terjemahnya:  
Katakanlah (Muhammad),”jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.(QS Al-An-
am 6:11).23 
 
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah mengamati sejarah masa silam 
dengan berkunjung ketempat-tempat bersejarah demi mengetahui kebesaran Allah 
SWT dan sebagai acuan dalam intropeksi diri. 
 Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh 
berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagi 
daerah sangat perlu mempelajari motif ini karna berhubungan dengan fasilitas 
yang perlu disiapkan dan program-program promosinya. Spillane (1987) mem-
bedakan jenis pariwisata, yaitu:  
a) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism). Bentuk pari-
wisata ini dilkukan oleh orang-oarang yang meninggalkan tempat tinggalnya 
untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi ke-
hendak ingin tahunya, untuk mengondorkan ketegangan sarafnya, untuk 
melihat suatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk menge-
tahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamai-
an di daerah luar, untuk menikmati hiburan di kota-kota besar, atau untuk 
ikut serta dalam keramaian pusat-pusat pariwisata,  
b) Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism). Jenis pariwisata ini dilakukan 
oleh orang-orang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk 
                                                             
23 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah (Depok: Al-Huda) 
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beristirahat, untuk memulihkan kembali kesagaran jasmani dan rohaninya, 
yang ingin menyegarkan kembali keletihan dan kelelahannya. Biasanya 
mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang dianggapnya benar-
benar menjamin. Tujuan-tujuan rekreasi tersebut (misalnya di tepi pantai, di 
pegunungan, dipusat-pusat peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan) dengan 
tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan. Dengan kata lain mereka 
lebih menyukai Health Resort,  
c) Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism), jenis ini ditandai adanya 
rangkaian motivasi, seperti keinginan belajar di pusat-pusat pengajaran dan 
riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat 
negeri lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu 
atau sebaliknya. Penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, 
pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni 
musik, teater rakyat. 
d) Pariwisata untuk olahraga (sport tourism). Jenis ini dibagi dua kategori:  
(1) big sport event, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti olimpic 
games, kejuaraan sepak bola dunia, dan lain-lain yang menarik perhati-
an tidak hanya atlitnya saja, tetapi juga ribuan penonton dan peng-
gemarnya,  
(2) sporting tourism of the practitioner, yaitu peristiwa olahraga bagi mereka 
yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendaki-an 
gunung, berburuh, memancing, arunng jeram dan lain-lain. Negara/ 
daerah yang memiliki fasilitas atau tempat olahraga ini tentu dapat 
menarik sejumlah penggemarnya,  
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e) Pariwisata untuk usaha dagang (business tourism). Menurut beberapa ahli 
teori perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau pekerjaan 
karna ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam istilah business 
tourism tersirat tidak hanya professional trips yang dilakukan kaum peng-
usaha atau industrialis. Tetapi juga mencakup semua kunjungan kepameran, 
kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang luar profesi 
ini. Juga harus diperhatikan bahwa kaum pengusaha tidak hanya bersikap 
dan berbuat sebagai konsumen, tetapi dalam waktu-waktu bebasnya kaum 
pengusaha sering berbuat sebagai wisatawan biasa dalam pengertian 
sosiologis karena mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari atraksi 
yang terdapat di negara lain tersebut. 
f) Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism). Peranan jenis pariwisata 
ini makin lama makin penting. Banyak negara yang menyadari besarnya 
potensi ekonomi dari jenis pariwisata ini sehingga mereka saling berlomba 
untuk menyiapkan dan mendirikan bangunan-bangunan yang dilengkapi 
dengan fasilitas khusus.24 
Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam 
dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan 
program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset 
yang dapat dijual kepada wisatawan. 
Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan 
sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun 
                                                             
24 Nyoman  S.  Pendit,  Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana.  (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2003), h. 32 
33 
 
 
 
dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik 
wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata. 
Dalam UU no. 9 Tahun 1990 Bab III pasal IV tentang kepariwisataan 
menjelaskan perbedaan antara objek dan daya tarik wisata adalah: 
1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud 
keadaan alam serta flora fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, 
hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka. 
2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata 
agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat 
hiburan lainnya. 
3) Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri 
dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibada, 
tempat-tempat ziarah, dan lain-lain. 
Dalam kepariwisataan faktor manfaat dan kepuasan wisatawan berkaitan 
dengan “tourism Resourch dan Tourist Service. Objek dan atraksi wisata adalah 
segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang mempunyai daya tarik 
tersendiri yang mampu mengajak wisatawan berkunjung. Hal-hal yang dapat 
menarik wisatawan untuk berkunjung  ke daerah tujuan wisata antara lain: 
1) Natural Amenities, adalah benda-benda yang suda tersedia dan suda ada di 
alam. Contoh; iklim, bentuk tanah, pemandangan alam, flora dan fauna, dan 
lain-lain. 
2) Man Made Supply, adalah hasil karya manusia seperti benda-benda 
bersejarah, kebudayaan, dan religi. 
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3) Way of Life, adalah tata cara hidup tradisional, kebiasaan hidup, adat-istiadat 
seperti pembakaran mayat di Bali, upacara sekaten di Jogjakarta. 
4) Culture, adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di 
daerah objek wisata.  
Tourist Service adalah segala fasilitas yang digunakan dan aktifitas yang 
dilakukan dimana pengadaannya disediakan oleh perusahaan lain secara 
komersial. Untuk dapat menjadi suatu daerah tujuan wisata yang baik maka kita 
harus mengembangkan tiga hal yaitu: 
1) Something to see, adalah segala sesuatu yang menarik untuk dilihat. 
2) Something to buy, adalah segala sesuatu yang menarik atau mempunyai ciri 
khas tersendiri untuk dibeli. 
3) Something to do, yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat 
tersebut. 
Ketiga hal itu merupakan unsur-unsur yang kuat untuk suatu daerah 
tujuan wisata sedangkan untuk pengembangan suatu daerah tujuan wisata ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: a) Harus mampu bersaing 
dengan objek wisata yang ada di daerah lain; b) Memiliki sarana pendukung yang 
memiliki cirri khas tersendiri; c) Harus tetap tidak berubah dan tidak berpindah-
pindah kecuali di bidang pembangunan dan pengembangan; dan d) Harus 
menarik. 
Sapta pesona adalah unsur yang penting dalam mengembangkan suatu 
objek wisata. Citra dan mutu pariwisata di suatu daerah atau objek wisata pada 
dasarnya ditentukan oleh keberhasilan dalam perwujudan sapta pesona daerah 
tersebut. Sapta pesona merupakan tujuh kondisi yang harus diwujudkan dan 
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dibudayakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai salah satu upaya 
untuk memperbesar daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia. Unsur-unsur 
sapta pesona tersebut adalah: 
1) Keamanan adalah suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasa aman, yang 
artinya keselamatan jiwa dan fisik. 
2) Ketertiban adalah kondisi yang mencerminkan suasana yang teratur, rapi dan 
lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan 
masyarakat. 
3) Kebersihan adalah keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana 
bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. 
4) Kesejukan adalah suasana yang memberikan kesejukan, nyaman, tenteram, 
rapi, dengan adanya penghijauan. 
5) Keindahan adalah keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang 
menarik dan sedap dipandang mata. 
6) Keramah tamahan adalah suatu sikap dan perilaku seseorang yang me-
nunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik 
hati. 
7) Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan 
seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. 
Mewujudkan sapta pesona tersebut maka perlu dilakukan kebijakan yakni 
dengan memberikan pengertian kepada semua lapisan masyarakat dan dunia 
usaha, bahwa sapta pesona merupakan hal yang sangat penting dalam meng-
embangkan suatu objek wisata.25 
                                                             
25 Oka A. Yoeti, Pemasaran Wisata. (Bandung: Angkasa, 1996), h. 20 
36 
 
 
 
D. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah 
 
Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu (i) 
hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, (d) 
lain-lain pendapatan daerah yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan 
otonominya ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli 
daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya 
sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu 
usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. 
Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluar-
an pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata. 
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan 
daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan pening-
katannya. Hal ini dijelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor 
pariwisata adalah: (a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk 
pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari 
meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, 
berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan 
dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut 
merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat 
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ditingkatkan, (b) membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan ke-
giatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan 
kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, (c) menambah devisa negara, semakin 
banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang akan di-
peroleh, (d) merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak 
pembangunan daerah.26 
 
E. Kerangka Pikir 
 
Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran 
dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis. Adapun 
kerangka fikir, yang dimaksud adalah gambar yang didalamnya terdapat beberapa 
variabel yang digunakan dalam penelitian dan yang mempengaruhinya. Dengan 
menggunakan retribusi pariwisata Pantai Bira sebagai variabel yang mem-
pengaruhi dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba sebagai 
variabel yang dipengaruhi yang hal ini berlanjut sampai sekarang. Keranagka 
yang dimaksud adalah untuk melihat secara kasar pengaruh yang ditimbulkan 
antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan adapun kerangka fikir yang 
dimaksud adalah sebagaimana yang tergambar pada gambar berikut ini: 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
                                                             
26 James Spillane. Pariwisata Indonesia. ( Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 15 
Retribusi Pariwisata  
Pantai Bira(X) 
Pendapatan Asli Daerah Kab. 
Bulukumba (Y) 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 
dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 
diangkakan. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi 
informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.27 Metode ini juga harus 
menggunakan alat bantu kuantitatif software komputer. 
Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 
banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 
terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap 
kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan table, grafik, atau 
tampilan lainnya. 
Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Bulukumba.  
 
B. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan ekonometrika 
yang artinya pendekatan integrasi ilmu ekonomi, matematika dan statistika untuk 
tujuan menyajikan nilai numerik untuk parameter dari suatu hubungan ekonomi. 
                                                             
27 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 30 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa data time series periode tahun 2004-2013. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti 
dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi 
atau data laporan yang telah tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder  merupakan sumber data 
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 
dan dicatat oleh orang lain atau suatu badan). 
Data yang dipergunakan meliputi: data PAD kabupaten Bulukumba dan 
data retribusi objek pariwisata pantai Bira. Data-data ini diperoleh dari Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Bulukumba. 
 
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
Untuk dapat mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen maka perlu dilakukan pengukuran dengan memakai alat analisis 
statistik. Pemakaian alat analisis statistik diharapkan dapat mengungkap atau 
mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 
kuantitatif hingga memudahkan peneliti untuk dapat mengambil kesimpulan 
secara otentik.  
Adapun alat analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
retribusi pariwisata pantai bira terhadap pendapatan asli daerah adalah regresi 
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sederhana. Alasan penggunaan regresi sederhana di dalam penelitian ini adalah 
terkait dengan permasalahan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 
Regresi sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh retribusi pariwisata bira terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 
Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan rumus: 
Y = a + βx 
Dimana: 
Y  =  Pendapatan Asli Daerah 
X  =  Retribusi Pariwisata 
a   =  konstanta 
b   = koefisen regresi 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel 
tak bebas digunakan uji t dan koefisien determinasi. 
1) Uji t  
Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen 
secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikasi dan 
pengaruh variable independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Disini peneliti menggunakan uji t melalui probabilitas, penjelasannya sebagai 
berikut: 
 
Dimana: βi = nilai koefisien regresi 
 SE = nilai standar error βi 
Hipotesis yang diuji pada uji statistic t adalah sebagai berikut: 
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 : > 0  tidak ada pengaruh antara retribusi pariwisata Bira dengan 
pendapatan asli daerah (PAD) 
 : < 0  ada pengaruh antara retribusi pariwisata Bira dengan 
pendapatan asli daerah (PAD) 
Pada tingkat signifikasi 0,05 persen dengan pengujian yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
(a) H0 diterima dan H1 ditolak apabila thitung < ttabel atau jika probabilitas thitung 
> tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu variable independen 
tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
(b) H0 ditolak dan H1 diterima apabila thitung > ttabel, atau jika probabilitas thitung 
< tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu variable independen 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
2) Koefisien Determinasi 
Koefesien Deteminan R2 pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 
koefesien determinan R2 diantara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Artinya adalah yang 
terkecil kemampuannya dalam menjelaskan variabel independen sangat 
terbatas. Sedangkan yang medekati 1 berarti variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh prediksi variasi 
di dalam model dependen.28 
Kelemahan yang sangat mendasar atas penggunaan koefesien determinan 
biasa terhadap variabel dependen, artinya R2 meningkat. Tidak peduli apakah 
                                                             
28 Gujarati. Damodar. Basic Econometrics. The McGrow Hill Companies Inc. (New York 
: Amerika Serikat. 2003), h, 20 
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variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak oleh sebab 
itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 
mengevaluasi model regresi terbaik. Pengujian ini pada intinya untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
1. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan jasirah Sulawesi dan 
berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Secara 
kewilayaan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni 
dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, 
pantai dan laut lepas. 
Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05º 20º- 05º 40º LS dan 119º 58º- 
120º 28º BT dengan batas-batas sebagai berikut: 
Tabel 2. Batas Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 
Arah Batas Wilayah Letak Geografis 
Utara Kabupaten Sinjai 05º 20º Lintang Selatan 
Timur Teluk Bone 120º 28º Bujur Timur 
Selatan Laut Flores 05º 40º Lintang Selatan 
Barat Kabupaten Bantaeng 119º 58º Lintang selatan 
Sumber: Badan pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, 2013 
 
Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 
persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan terbagi 
ke dalam 27 kelurahan dan 103 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan, Gantarang 
dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 
173,5 km² dan 171,3 km² sekitar 30 persen dari luas Kabupaten. Kemudian 
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disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang 
merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km² atau hanya sekitar 1 
persen. 
Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada 
ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut dengan tingkat 
kemiringan tanah umumnya 0-40º. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat 
mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daearah potensi 
pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari 
per bulan. 
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C 
– 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan 
dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim 
diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di 
Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah. Kabupaten 
Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan 
musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar 
hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun 
Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, 
stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang. 
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan 
timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan 
pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan di Kabupaten 
Bulukumba sebagai berikut: 
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a) Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, 
sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari. 
b) Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, 
sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro. 
c) Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, 
sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian 
Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. 
d) Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, 
Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang. 
Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan 
mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu 
dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di 
daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada 
daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. 
2. Gambaran Umum Pemerintahan 
Pemerintahan Kabupaten Bulukumba membawahi 10 (sepuluh) kecamatan 
defenitif dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ke-10 kecamatan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 
b) Kecamatan Gantarang 
c) Kecamatan Kindang 
d) Kecamatan Rilau Ale 
e) Kecamatan Bulukumpa 
f) Kecamatan Ujungloe 
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g) Kecamatan Bonto Bahari 
h) Kecamatan Bonto Tiro 
i) Kecamatan Kajang 
j) Kecamatan Herlang 
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan 
Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 
Bontobahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 
Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan 
perkebunan. 
Kondisi PNS pemda pada tahun 2013, di Bulukumba terdapat 7.519 PNS. 
Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik dibandingkan pen-
didikan pekerja pada umumnya yaitu mereka yang berpendidikan rendah (SD dan 
SLTP sederajat) hanya 3,39 persen, sementara yang berpendidikan SMA 20,91 
persen dan Diploma/Universitas mencapai 75,70 persen. Dilihat dari ke-
pangkatannya, 38,18 persen PNS golongan 1 hanya sebesar 2 persen. 
3. Gambaran Umum Keadaan Penduduk Kabupaten Bulukumba 
Penduduk suatu wilayah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki 
oleh wilayah yang harus diberdayakan demi peningkatan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Struktur umur dalam analisis penduduk 
merupakan faktor utama dan merupakan alat analisis dalam sumber daya manusia 
untuk suatu daerah. Hal ini dikeranakan bahwa struktur penduduk menurut umur 
memberikan suatu potensi dan informasi mengenai potensi sumber daya 
manusianya, sedangkan tingkat ketergantungan penduduk menurut umur serta 
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berbagai karakteristik penduduk dan sumber daya manusia lainnya Berikut tabel 
komposisi perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di  
Kabupaten Bulukumba Tahun 2013. 
  Sumber: BPS Kab. Bulukumba, tahun 2014 
Dari Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba 
pada tahun 2013 tercatat sebesar 404,896 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki 
sebesar 191,298 dan perempuan sebesar 213,598. 
Pada Tabel 4.2 di atas dapat kita lihat jumlah laki-laki pada tahun 2013 
sebesar 191,298 jiwa, jika dilihat gambaran penduduk laki-laki sebagian besar 
Kelompok Umur Laki-Laki Wanita Jumlah/ total 
0 – 4 21,392 15,326 36,718 
5 – 9 18,559 21,146 39,705 
10 – 14 22,155 24,436 46,591 
15 – 19 15,305 19,572 34,877 
20 – 24 12,507 14,643 27,150 
25 – 29 13,294 17,266 30,560 
30 – 34 14,857 17,288 32,145 
35 – 39 14,695 17,329 32,024 
40 – 44 12,101 13,776 25,877 
45 – 49 11,365 10,549 21,914 
50 – 54 8,694 10,157 18,851 
55 – 59 6,253 8,999 15,252 
60 – 64 7,716 8,859 16,575 
65 + 12,405 14,252 26,657 
Total 191,298 213,598 404,896 
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berada pada usia yang produktif, dengan jumlah laki-laki yang paling besar adalah 
berumur 10-14 tahun yang berjumlah 22,155 jiwa diikuti oleh kelompok umur 0-4 
tahun sebesar 21,392 sedangkan kelompok umur yang paling rendah adalah 
kelompok umur 55-59 tahun yang hanya sebesar 6,253 jiwa. 
Jumlah penduduk perempuan Kabupaten Bulukumba yang mencapai 
jumlah 213,598 jiwa dimana komposisi penduduk perempuan ini sebagian besar 
berusia produktif. Kelompok yang paling besar adalah kelompok umur 10-14 
tahun sebesar 24,436 jiwa, yang diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun dengan 
jumlah 21,146 jiwa, selanjutnya kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 
19,572 jiwa, sedangkan kelompok perempuan yang paling rendah adalah berumur 
60-64 tahun sebesar 8,859 jiwa. Dari jumlah perempuan. Ini menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk yang masuk usia produktif lebih banyak perempuan daripada 
laki-laki. Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba akan terus tumbuh seiring 
dengan perkembangan Kabupaten Bulukumba itu sendiri. 
4. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bulukumba 
Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbuhan Produk  
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus mencerminkan potensi ekonomi 
yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto merupakan 
nilai dari seluruh barang dan jasa yang di produksi oleh suatu daerah dalam kurun 
waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor 
produksi yang digunakan dalam proses produksi. 
Nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui 
tiga pendekatan, sebagai berikut: 
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a) Segi Produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 
nettoatas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu 
wilayah dan biasanya dalam jangka waktu satu tahun. 
b) Segi Pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi 
karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah dengan 
waktu satu tahun.  
c) Segi pengeluaran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga , pemerintah dan 
lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto (ekspor-impor) yang 
biasanya dilihat dalam jangka waktu satu tahun. 
Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu 
dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun definisi 
dari pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah: 
1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai 
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai 
sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, termasuk 
memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini.  
2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah nilai barang 
dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasar-
kan harga pada tahun dasar. 
Dari data yang diperoleh, terlihat pertumbuhan PDRB Kabupaten 
Bulukumba, dari data tersebut terlihat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 
2012 yakni mencapai 8,97% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni 
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hanya mencapai 8,01%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba dari tahun 
2004 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi, ini terlihat dari tahun 2008 
pertumbuhan mencapai 7,45% dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya 
2009 yang hanya mencapai 6,47%. 
Tabel 4. PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar 
Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2013 
 
Tahun 
PDRB harga 
Berlaku Perkembangan 
PDRB harga 
Konstan Perkembangan 
(Juta Rupiah) (%) (Juta Rupiah) (%) 
2004 1.565.071 - 1.216.722 - 
2005 1.740.029 10,05 1.271.224 4.28 
2006 1.976.249 11,95 1.352.303 5,99 
2007 2.201.346 10,22 1.424.820 5,08 
2008 2.711.090 18,80 1.539.670 7,45 
2009 3.255.210 20,07 1.639.311 6,47 
2010 3.763.048 15,60 1.742.032 6,27 
2011 4..286.358 13,90 1.853.159 6,38 
2012 5.044.765 17,69 2.019.444 8,97 
2013 5.830.501 15,57 2.181.285 8,01 
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2014 
Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati hasil-hasil 
pembangunan  ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan 
untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. 
Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu 
dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang 
dibandingkan itu adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan.Penggunaan nilai 
51 
 
atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan 
harga. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata 
mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktivitas 
perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Pada Tahun 2013, PDRB atas 
konstan Tahun 2000 sebesar Rp 2.181.285 juta atau mengalami pertumbuhan 
sebesar 8,01% dibandingkan Tahun 2012. 
5. Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bulukumba 
Salah satu kegunaan dari angka PDRB adalah untuk mengetahui struktur 
ekonomi suatu wilayah.Dengan analisis struktur ekonomiini dapat diketahui 
besarnya presentase atau kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB 
suatu wilayah pada tahun tertentu. Struktur ekonomi dapat mempunyai pengertian 
yang dinamis apabila struktur ekonomi tersebut tidak dibatasi pada suatu tahun 
tertentu saja melainkan dalam suatu rangkaian waktu (data series) sehingga dapat 
dilihat proses pergeseran struktur ekonomi di wilayah tersebut. 
Struktur perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun  2013 masi 
bertumpu pada sektor pertanian dengan kontribusi 37.00 persen. Ini menunjukkan 
bahwa perekonomian Kabupaten Kabupaten Bulukumba masi mengandalkan 
sektor ini. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian mengalami 
penurunan karena seiring perkembangan zaman banyak sawah-sawah atau lahan 
pertanian yang suda tidak lagi digunakan untuk bertani tapi lahan tersebut 
dijadikan lahan pembangunan gedung atau lokasi perumahan. Penyumbang 
terbesar kedua yaitu sektor jasa-jasa dengan kontribusi 25,91 persen, disusul oleh 
sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 17,47 persen kemudian sektor 
keuangan, perusahaan dan jasa perusahaan serta bangunan masing-masing dengan 
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kontribusi sebesar 6,20 persen dan 3,37 persen, sedangkan sektor pertambangan 
serta listrik, Gas dan air besih mempunyai kontribusi terkecil yaitu 0,58 persen. 
Tabel 5. PDRB Kabupaten Bulukumba persektor periode 2009-2013 
No Sektor 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Pertanian 46.79 45.29 41.81 39.82 37.00 
2 Pertambangan 0.41 0.44 0.53 0.55 0.58 
3 Industri Pengolahan 6.04 5.91 5.87 5.63 5.68 
4 Listrik, Gas dan Air bersih 0.41 0.43 0.49 0.54 0.58 
5 Bangunan 2.80 2.75 3.10 3.37 3.73 
6 Perdagangan 12.24 13.22 14.45 15.58 17.47 
7 Angkutan dan Komunikasi 2.12 2.18 2.52 2.62 2.86 
8 Keuangan, sewa dan jasa 
perusahaan 
4.19 4.75 5.39 5.73 6.20 
9 Jasa-jasa 25.00 25.03 25.84 26.16 25.91 
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2014 
 
6. Potensi Pariwisata Kabupaten Bulukumba 
Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pari-
wisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta 
kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 
serta penerima devisa. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui peng-
embangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional. 
Di Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata 
di wilayah Indonesia secara khusus di Kabupaten Bulukumba terdapat banyak 
obyek wisata yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja 
perekonomian Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan tujuan 
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wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun dunia 
internasional. 
Sektor pariwisata yang sangat potensial memberikan kontribusi atau 
devisa terhadap perekonomian, besarnya kontribusi tersebut ditentukan oleh 
besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba yang 
kemudian dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
Tabel 6. Banyaknya Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten 
Bulukumba setiap Bulan, 2009-2013 
 
Bulan 2009 2010 2011 2012 2013 
Januari 100 100 100 100 75 
Pebruari - - 100 100 120 
Maret 100 100 100 200 216 
April 200 200 200 100 98 
Mei 100 100 200 300 300 
Juni 200 200 200 200 350 
Juli 300 300 300 100 450 
Agustus 700 700 100 700 920 
September 100 100 600 200 306 
Oktober 200 200 400 500 410 
Nopember 100 200 200 200 200 
Desember 100 200 - 240 225 
Jumlah 2.200 2.400 2.500 2.940 3.670 
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2014 
 
Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan semakin 
meningkatnya arus kunjungan tamu asing ke Bulukumba dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2013 jumlah tamu asing yang berkunjung ke Bulukumba mengalami 
peningkatan menjadi 3.670 orang yang berarti naik 25% dibanding tahun 2012. 
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Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang 
cukup menarik untuk dikunjungi dengan berbagai jenis wisata alam maupun 
wisata budaya. Salah satu objek wisata yang paling menarik dan cukup dikenal di 
Kabupaten Bulukumba adalah wisata pantai Tanjung Bira yang memiliki 
panorama alam yang indah. Pantai dengan pasir putihnya yang bening laksana 
hamparan mutiara. Selain itu, di Kabupaten Bulukumba juga terdapat wisata 
budaya seperti makam para leluhur. Hal inilah yang membuat para wisatawan 
tertarik untuk bekunjung ke Kabupaten Bulukumba, terbukti setiap tahunnya 
terjadi peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. 
Tabel 7. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2009-2013 
No Obyek wisata 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Pantai Bira 67.500 87.400 87.000 98.030 115.343 
2 Pua janggo 2.350 1.800 2.500 2.000 1.050 
3 Makam Dato Tiro 6.900 7.300 8.450 5.000 9.150 
4 Permandian Hila-hila 5.750 6.000 5.525 5.950 6.155 
5 Pantai Lolisang 1.536 1.800 1.910 1.400 - 
6 Pantai Samboang - - 3.100 5.200 1.365 
JUMLAH 84.036 104.300 105.385 117.580 133.063 
Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2014 
 
Dari Tabel di atas terlihat jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke 
Kabupaten Bulukumba dari tahun 2009 sampai tahun 2013, dari data tersebut 
terlihat jumlah kunjungan wisatawan selalu meningkat setiap tahunnya, jumlah 
kunjungan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu 133,063 sedangkan pada tahun 
sebelumnya 2012 hanya sebesar 117.580. Salah satu tempat wisata yang menjadi 
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tujuan wisata yaitu pantai Bira, dimana pada tahun 2013 tercatat 115.343 
wisatawan yang datang ditempat tersebut, disusul kunjungan  ke Makam Dato 
Tiro sebesar 9.150 pengunjung, kemudian obyek wisata Permandian Hila-hila 
sebesar 6.155.  
Obyek wisata di Kabupaten Bulukumba  mempunyai potensi yang besar 
dalam peningkatan pendapatan daerah, maka dari itu perlu pengelolaan yang tepat 
dari pemerintah, pembenahan sarana prasrana penunjang pariwisata perlu 
dilakukan oleh pemerintah, hal ini menjadi sangat penting karna masi terdapat 
obyek wisata yang mempunyai potensi yang besar belum tergali, ini dikarenakan 
oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk menjangkau tempat tersebut. 
 
B. Deskripsi Variabel Penelitian 
 
1. Pendapatan Asli Daerah 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga 
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi 
keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan 
pembiayaan sbagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang 
dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. 
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam 
mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di 
dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di 
Kabupaten Bulukumba berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan 
realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. 
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Tabel 8. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2004-2013 
 
Tahun Realisasi (Rp) Persentase peningkatan 
2004 11.515.062.510 - 
2005 10.953.352.161 -4,88 
2006 16.352.492.110 49,29 
2007 22.544.738.135 37,87 
2008 20.398.764.209 -9,51 
2009 21.418.839.483 5,00 
2010 16.991.083.887 -20,67 
2011 21.083.823.135 24,08 
2012 25.173.340.511 19,39 
2013 33.788.530.405 34,22 
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2014  
 
 Dari Tabel diatas terlihat perkembangan realisasi Pendapatan daerah 
Kabupaten Bulukumba yang diwarnai dengan naik turunnya realisasi yang dicapai 
yakni pada tahun 2004 realisasi sebesar Rp 11.515.062.510 dan pada tahun 
selanjutnya 2005 mengalami penurunan yang hanya mencapai Rp 10.953. 
352.161, kemudian di tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 
Rp 16.352.492.110 atau sebesar 49,29%, peningkatan realisasi terus berlanjut 
hingga tahun 2007 yaitu sebesar Rp 22.544.738.135. 
 Perkembangan realisasi pendapatan yang terus berfluktuasi dari tahun ke 
tahun yang ditandai dengan penurun realisasi pada tahun 2008 yang hanya 
mencapai Rp 20.398.764.209 dan pada tahun selanjut 2009 mengalami 
peningkatan sebesar Rp 21.418.839.483 atau sebesar 5,00%. Penurunan realisasi 
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kembali terjadi pada tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 16.991.083.887, 
penurunan ini merupakan penurunan terbesar pada 10 tahun terakhir yakni 
mencapai -20% dari tahun sebelumnya, barulah pada tahun selanjutnya realisasi 
pendapatan mengalami peningkatan yaitu Rp 21.083.823.135 atau sebesar 
24,08%, hal ini terus berlanjut hingga tahun 2013, tercatat realisasi pendapatan 
pada tahun 2013 mencapai Rp 33.788.530.405.  
 Kondisi fluktuasi tingkat realisasi yang dialami Kabupaten Bulukumba 
tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Kabupaten Bulukumba 
sehingga diperlukan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan 
kemandirian daerah agar target dan realisasi dapat dipenuhi. 
2. Retribusi Pariwisata Pantai Bira 
Secara umum yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah atas 
segala pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Retribusi harus 
sesuai dengan peraturan daerah dimana hasilnya harus disetorkan kepada 
pemerintah pusat atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat memaksa, 
tergantung apakah masyarakat mempergunakan jasa dari daerah atau tidak, dan 
apabila digunakan maka setidaknya masyarakat tersebut sudah terikat pembayaran 
karena telah mempergunakan lahan atau jasa dari pemerintah.29 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diketahui 
bahwa sumber-sumber retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian cetak 
penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 
                                                             
29 Penjelasan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
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retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pasar, rekreasi, 
penjualan produksi usaha dan retribusi perizinan bangunan. 
Dalam retribusi yang dijadikan alternatif bagi pemerintah adalah 
penggunaan jasa oleh masyarakat. Dimana tingkat penggunaan jasa sendiri dapat 
dikatakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan. Untuk 
itu, dalam penetapan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi 
ataupun badan yaitu tingkat perkalian jumlah penggunaan jasa dan tarif retribusi. 
Maka disimpulkan bahwa besarnya tarif yang digunakan adalah nilai rupiah atau 
persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang 
terutang. Seperti halnya dalam retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah di 
pariwisata pantai Bira. Berikut penarikan retribusi pariwisata pantai Bira selama 
10 tahun terakhir : 
Tabel 9. Retribusi Pariwisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba Periode 2004-
2013 
 
Tahun Retribusi Pariwisata Pantai Bira (Rp) Persentase peningkatan 
2004 166.520.000 - 
2005 173.206.000 4,01% 
2006 190.628.000 10,05% 
2007 218.591.000 14,66% 
2008 216.570.000 -0,92% 
2009 225.380.000 4,06% 
2010 201.250.000 -10,70% 
2011 223.000.000 10,80% 
2012 257.371.000 15,41% 
2013 1.185.660.000 360,68% 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bulukumba, 2014 
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Tabel di atas memperlihatkan fluktuasi retribusi sektor pariwisata pantai 
Bira selama 10 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp 216.570.000 
menurun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sempat 
mencapai angka sebesar Rp 218.591.000, atau menurun sebesar -0,92%. Dan pada 
tahun 2012 realisasi mencapai Rp 257.371.000 atau mengalami pertumbuhan 
sebesar 15,41%, begitupun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat 
drastis sebab mampu mencapai Rp 1.185.660.000 atau mengalami pertumbuhan 
sebesar 360,68%, pertumbuhan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 
meningkatnya jumlah pengunjung dan peningkatan jumlah hotel dan restoran di 
kawasan tersebut.  
Peningkatan jumlah hotel dikawasan pantai bira disebabkan oleh 
dibukanya kawasan baru yang masi dalam satu wilayah dengan bira yaitu pantai 
Bara, dibukanya kawasan ini membuat para investor berminat untuk menanamkan 
saham dikawasan tersebut berupa hotel atau villa, disamping itu pemerintah 
daerah sangat mendukung langka para investor. 
 
C. Analisis Data 
 
1. Analisis Regresi Sederhana 
Analisis regresi sederhana untuk menganalisis pengaruh satu variabel 
terhadap variabel yang lain sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi tujuan 
analisis adalah pengarauh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Sulawesi Selatan  
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Hasil analisis sederhana yang didapatkan pada perhitungan yang dilakukan 
dengan menggunakan bantuan SPSS 22 adalah sebagai berikut : 
Tabel 10. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana 
                                                                Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,472 1,183  5,471 ,001 
Retribusi ,454 ,141 ,751 3,219 ,012 
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Bulukumba 
Sumber : Data diolah Oleh SPSS 22.00 
 
Data Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa (X) Retribusi pariwisata pantai 
Bira berpengaruh secara signifikan terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
sehingga didapatkan model regresi sebagai berikut : 
Y = 6,472 + 0,454X + е 
Dan dari hasil diatas pula, maka dapat diinterpretasikan bahwa : 
a) Konstanta sebesar 6,472 menunjukkan bahwa ketika variabel retribusi 
Pariwisata berada pada posisi konstan atau tidak berubah maka pendapatan 
asli daerah Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan baik dengan angka sebesar 
6,472.  
b) Ketika retribusi pariwisata meningkat 1% maka pendapatan asli daerah 
Kabupaten Bulukumba akan meningkat pula dengan peningkatan sebesar 
0,45% 
2. Koefesien Determinasi R2 
Koefesien determinasi adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar 
kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependent. Dengan 
mengetahui nilai koefesien determinasi maka dapat dijelaskan kebaikan dari 
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model regresi dalam memprediksi variabel dependent. Semakin tinggi nilai 
koefesien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independent dalam 
menjelaskan perilaku variabel dependent30. Berikut hasil dari pada perhitungan 
nilai koefesien determinasi : 
Tabel 11. Koefesien Determinasi  
                                                                 Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
 
1 ,751a ,564 ,510 ,10430 ,958 
a. Predictors: (Constant), Retribusi 
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Bulukumba 
 
Koefesien determinasi diperlukan karena untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Bulukumba. Dan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan porgram 
SPSS 22.00 maka dapat diketahui bahwa nilai R Square yang diperoleh adalah 
sebesar 0,564 atau 56,40%. Artinya angka tersebut memberikan indikasi bahwa 
retribusi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 
Kabupaten Bulukumba sebesar 56,40% sedangkan selebihnya dijelaskan oleh 
faktor lain luar model.  
 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
 
Pengaruh Retribusi Pariwisata Pantai Bira terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hasil penelitian memperlihat-
kan nilai signifikan sebesar 0,012 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi α 
(0,05), menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibanding dengan dari 
                                                             
30Perbayu Budi Santosa dan Ashari, Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS. 
(Yogyakarta: Andi OFFset, 2005), h. 144 
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pada taraf signifikansi (0,012 < 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, maka 
dengan demikian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan retribusi pariwisata 
pantai Bira (X) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba (Y). 
Penelitian ini sejalan dengan penjelasan PAD yang menyatakan bahwa 
sebenarnya pendapatan asli daerah merupakan suatu kebijakan keuangan daerah 
yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber utama 
pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna 
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat 
atas (subsidi).31 
Dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari 
perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing 
tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli 
daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh 
daerah sendiri khususnya keperluan rutin.  
Ditambahkan pula bahwa yang termasuk dalam pendapatan asli daerah 
bukan hanya retribusi akan tetapi segala bentuk keuangan daerah yang dikelola 
oleh pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan secara terperinci dalam penjelasan UU 
No.33 Tahun 2004. Bahwa pendapatam asli daerah sebenarnya merupakan 
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
                                                             
31Mardiasmo. Perpajakan. (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 16 
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daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah 
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujut-
kan asas desentralisasi.  
Penjelasan ini dilanjutkan pula oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
pasal 157b tentang Pemerintahan Daerah, maka sudah jelas bahwa retribusi 
pariwisata pantai Bira merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. 
Dimana hasil ini sesuai dengan teori Rostow yang mengatakan bahwa sesungguh-
nya pembangunan harus melihat dari masyarakat lebih menekankan pada masalah 
konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi pada masalah produksi 
sehingga masyarakat bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia.32 
Dikatakan dari segi konsumsi karena ketika konsumsi untuk menikamati 
pariwisata meningkat maka pendapatan asli daerah akan ikut meningkat, dimana 
hubungan diantara kedua variabel tersebut digunakan untuk pembangunan daerah 
kedepannya. Daerah yang tinggi nilai jula pariwisatanya akan mendapatkan modal 
yang lebih untuk dapat mengembangkan daerahnya, sebab pembangunan dan 
pertumbuhan suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya modal yang dimiliki. 
Seperti halnya Kabupaten Bulukumba yang memiliki pendapatan asli daerah atau 
modal daerah salah satunya bersumber dari retribusi pariwisata pantai Bira.  
Hasil inipun sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni 
Luh Sili Antari, dalam penelitiannya yang berjudul Peran Industri Pariwisata 
terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar, dari hasil 
penelitiannya dikemukakan bahwa terbukti bahwa jumlah kunjungan wisatwan 
                                                             
32Samuelson & Nordhaus, Makro Ekonomi edisi 9,cetakan IV. (Jakarta: Erlangga, 1997), 
h. 30 
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domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Gianyar. Seperti halnya pariwisata pantai Bira, hasil retribusi dari pariwisata 
tersebut sangat berperan aktif dalam menumbuh kembangkan pendapatan asli 
daerah Kabupaten Bulukumba. 
Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penarikan retribusi pariwisata pantai 
Bira merupakan alternatif yang harus lebih dikembangkan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Bulukumba. Sebab, retribusi pariwisata pantai Bira sangat menentukan 
besarnya modal yang diterima oleh pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan 
bahwa retribusi pariwisata pantai Bira berpengaruh terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Bulukumba. 
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  BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  
Hasil penelitian memperlihatkan nilai signifikan sebesar 0,012 bila 
dibandingkan dengan taraf signifikansi α (0,05), menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi lebih besar sehingga H0 ditolak  dan  Ha diterima, maka dengan 
demikian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan retribusi pariwisata pantai 
Bira terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. 
 
B. Saran-Saran 
 
1. Dari hasil yang diperoleh yaitu penarikan retribusi pariwisata pantai Bira 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba, 
maka pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah pelayanan yang 
memadai atau sarana dan prasarana pariwisata dapat lebih ditingkatkan  
sehingga pengunjung semakin bertambah tinggi dan tentunya seiring 
dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi lokal akan mengalami 
peningkatan, tentunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
lokal. 
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan minat para investor swasta dalam 
melakukan investasi baik dengan cara menciptakan situasi yang kondusif 
maupun peningkatan sarana dan prasarana, agar dengan meningkatnya 
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tingkat investasi di wilayah kawasan pariwisata pantai Bira maka semua 
sektor penting pemerintah akan ikut terdorong meningkat. 
3. Sektor pariwisata pantai Bira seharusnya lebih difokuskan untuk dilakukan 
penelitian lebih mendalam sebab pendapatan pantai Bira dapat dikatakan 
besar terhadap pemerintahan daerah Bulukumba.   
4. Sebaiknya peneliti selanjutnya dalam mengambil judul haruslah 
menambah variabelnya dengan memasukkan variabel investasi, kebijak-
an pemerintah dan memfokuskan lebih kepada bagaimana pendapatan 
perkapita masyarakat di sekitar kawasan pariwisata panatai Bira. 
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